BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ananlisis hasil penelitian yang dilakukan telah membuktikan bahwa

ternyata dalam beberapa aspek pelayanan publik yang diberikan kepada

masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Manggarai Timur masing sangat kurang berkualitas terutama menyangkut

aspek-aspek pelayanan berikut ini:

R/
°

Prosedur Pelayanan Administrasi, dengan indikatornya muda tidak
berbelit-belit dalam proses pelayanan kepengurusan Kartu Keluarga.
Temuan penelitian membuktikan bahwa pada umumnya sfat bagian
pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih menunjukan
pola pelayanan yang tidak mudah atau sangat berbelit-belit, dan masih
adanya sikap diskriminatif terhadap masyarakat yang dilayanani.
Disamping itu juga pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat menunjukan pola
memberikan pelayan kepada masyarakat yang mempunyai hubungan
sosial, pertemanan dan kesamaan suku dan agama, sementara masyarakat
lain yang tidak mempunyai hubungan sosial, suku dengan pegawai yang
berkerja pada Dinas tersebut merasa sulit untuk mendapatkan pelayanan

yang berkualitas.



R/
°

Kecepatan pelayanan, dengan indikatornya adalah tepat waktu
memberikan pelayanan sesuai dengan aturan yang ada (14) hari kerja.
Temuan peneliti atas aspek ini juga membuktikan bahwa secara umum
sebagian besar responden menilai bahwa pelayanan yang berhubungan
denga administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu tidak tepat
waktu sesuai dengan janji, karena begitu seringnya staf pada bagian
pelayanan memberikan janji penyelesaiaan kepengurusan administrasi
kependudukan masyrakat Manggarai Timur, akan tetapi didalam
kenyataan janji atau ketepatan penyelesaiaan data kependudukan yang
disampaikan oleh pegawai pada Dinas tersebut tidak pernah ditepati
dengan beragam alasan yang terkadang tidak masuk diakal.

Kesopanan dan Keramahan didalam memberikan pelayanan, dengan
indikatornya bersikap senyum, tegur sapa dan menghormati masyarakat
dalam memberikan pelayanan. Temuan peneliti terhadap aspek keramahan
didalam memberikan pelayanan juga membuktikan bahwa pada umumnya
dari kepala Dinas sampai pada staf pada bagian pelayanan kepengurusan
Kartu Keluarga kurang menunjukan sikap yang ramah didalam melayani
masyarakat. Sikap senyum, tegur sapah ucap salam dan menghormati
masyarakat dalam mengurus data-data kependudukan belum menjadi
kebiasaan, bahkan masih ditemukan ada pimpinan dan staf tertentu pada
bagian pelayanan cendrung menunjukan sikap arogansi dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.



B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka setidaknya dapat disarankan
beberapa hal, yakni seabagai berikut:

1) Diharapkan pimpinan dan staf pada bagian pelayanan administrasi
benar-benar memahami tugas dan tanggungjawab sebaik-baiknya
sebagai abdi masyarakat yang selalu memberikan kemudahan prosedur
administrasi dalam melayani sehingga dapat menghadirkan pelayanan
yang berkualitas dan tidak berbelit-belit kepada masyarakat tanpa
membedakan status, golongan, dan hubungan sosial.

2) Diharapkan pimpinan dan staf pada bagian pelayanan administrasi lebih
mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat diatas
kepentingan pribadi dan golongan dengan selalu berpatokan pada aturan
Perundang-undangan yang berlaku serta melayani masyarakat dengan
sepenuh hati dan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3) Diharapkan pimpinan dan staf pada bagian pelayanan secara periodik
diberikan pendidikan dan pelatihan atau magang di pusat-pusat
pelayanan publik yang telah sukses menyediakan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan pola
pikir dan sikapnya dalam memberikan pelayanan, sehingga sehingga

lebih sopan dan ramah tamah serta menghormati pihak yang dilayani.
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